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MEMBANGUN POLITIK HUKUM 
 RESPONSIF PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM1

Oleh :
Nur Sodiq2

Abstract
Legal establishment of a joint legislative task of the executive. Law concretely 
manifest in a legislation. The times are always accompanied by a society is 
demands, which is in line with the progress of the development of science and 
technology globally. Functions of the state in charge of all the rules to organize 
and meet the needs of its citizens is done throught legal political policy. The 
law requires the develoment of a progressive politics that is always dynamic. 
Resonsibility society must be accomodated in e lagislation. Shades of the 
Indonesian legal system of formal legalistif formal positiviestic character is 
not aspirational again in the resolution of lawsuits that are very dynamic and 
responsive at this time, for the next legislators and executive branches in the 
establishment of the rule of law it is time to shift the mindset forwards the type 
of legal realistic, practical and progressive. Guidelines used by the legislators 
it was time to adopt, replicate and wear character types law the families of law 
outside continental  Europe, one of which types and styles of breath common law 
system. All toward political reform law is realized through the establishment of 
policies that must be taken for the ralization of the type of welfare state. 

Keywords : Legal Politics, Responsive, Next Time 

Abstrak
Pembentukan hukum merupakan tugas leg�slat�f bersama eksekut�f. Hukum 
secara konkr�t d�rumuskan dalam suatu perundang-undangan. Perkembangan 
hukum selalu d��r�ng� oleh berbaga� tuntutan kebutuhan masyarakat, yang se�r�ng 
dan sejalan dengan kemajuan perkembangan �lmu pengetahuan dan teknolog� 
ba�k secara nas�onal maupun global. Fungs� negara dalam meng�s� segala aturan 
untuk menyelenggarakan dan memenuh� kebutuhan h�dup warganya d�lakukan 
melalu� keb�jakan pol�t�k hukumnya. 
Pembangunan pol�t�k hukum memerlukan progres�v�tas yang d�nam�s. 
Respons�v�tas kebutuhan masyarakat mest� dapat tertampung dan d�akomod�r 
dalam suatu peraturan perundang-undangan. Corak s�stem hukum Indones�a 
yang berwatak pos�t�v�st�k legal�st�k formal sudah t�dak asp�rat�f lag� dalam 
penyelesa�an tuntutan hukum yang sangat d�nam�s dan respons�f saat �n�. Dengan 
dem�k�an ke depan d�harapkan para leg�slat�f dan eksekut�f dalam pembentukan 
norma hukum sudah saatnya menggeser pola p�k�r ke arah t�pe hukum real�st�s, 
prakt�s dan progres�f. 

1 Art�kel �n� merupakan Karya Ilm�ah mahas�swa pada Program Stud� Mag�ster (S2) Ilmu Hukum 
Program Pasca Sarjana Un�vers�tas Udayana serta ucapan ter�ma kas�h kepada Dr. I Gede Artha, 
SH.,MH dan Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH

2 Mahas�swa Mag�ster (S2) Ilmu Hukum Un�vers�tas Udayana Denpasar, Bal�, Ema�l : sod�xjayamotor@ 
yahoo.co.�d.
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Pedoman yang d�paka� dalam membentuk undang-undang sudah saatnya  
mengadops�, maupun men�ru dan memaka� t�pe-t�pe karakter hukum keluarga 
d�luar hukum Eropa kont�nental, salah satunya t�pe dan corak nafas hukum 
common law system. Semua arah pembangunan  pembentukan hukum 
d�wujudkan melalu� keb�jakan yang  mest� d�amb�l dem� terwujudnya t�pe negara 
kesejahteraan. 

Kata Kunc� : Pol�t�k Hukum, Respons�f, Masa Kedepan 

Untuk menuju pembangunan 
hukum respons�f �n� harus menggeser 
pola p�k�r dar� pos�t�v�st�s formal 
sebaga� c�r� khas corak hukum 
Indones�a yang berasal dar� sejarah 
panjang pemberlakuannya, atas asas 
konkordans� (Pasal II Aturan Peral�han 
UUD 1945/sebelum Amandemen), 
dar� trad�s� Eropa kont�nental yang 
d�bawa penjajah Belanda.

Munculnya Orde Reformas� 
merupakan ak�bat d�mana masyarakat 
Indones�a selama +32 tahun dalam 
rez�m orde baru, berada  d� bawah 
tekanan fisik dan psikis pemerintahan 
yang otor�ter, seh�ngga men�mbulkan 
gelombang ket�dakpuasan, pada ujung-
ujungnya  masyarakat cenderung 
sudah t�dak percaya lag� pada hukum 
(distrusting the law), melakukan 
pengaba�an hukum (disregarding 
the law), ket�dak hormatan pada 
hukum (disrespecting the law) dan 
akh�rnya dalam beberapa hal terjad�lah 
penyalahgunaan hukum (imssuse of 
the law), ba�k fenomena �n� d�lakukan 
oleh masyarakat luas maupun oleh 
pemegang akses kekuasaan.4

4 Harkr�stut� Harkr�snowo, 2002, Komisi Hukum 
Nasional (Majalah KHN RI), Ed�s� Me�, 
Jakarta, hlm. 10.

1 PENDAHULUAN
1.1   Latar Belakang Masalah

Fungs�onal�sas� hukum seca-
ra repres�f pada suatu s�s� dapat 
mengak�batkan terjad�nya degradas� 
w�bawa hukum sampa� pada tataran 
terendah yakn� t�dak lag� d�percaya 
oleh masyarakat sebaga� suatu norma 
hukum yang meng�kat. Pada s�s� 
yang lain, dalam praktek represifitas 
hukum juga amat potens�al melah�rkan 
berbaga� macam pelanggaran HAM 
sebaga�mana telah terl�hat faktanya 
selama rez�m Orde Baru. Namun 
terlepas pada hal semua �tu, tujuannya 
adalah untuk tujuan perubahan pol�t�k 
hukum yang d�butuhkan. 

Oleh karena �tu lah�rnya Orde 
Reformas� antara la�n d�tanda� 
dengan semak�n kondus�fnya suasana 
transparans� dan demokrat�sas�, harus 
d�tangkap sebaga� suatu momentum 
untuk melakukan suatu perubahan 
parad�gma fungs� hukum dar� repres�f 
menjad� respons�f, dan progres�f sebab 
hanya dengan hukum respons�f akan 
dapat tercapa�nya  esens� hukum yang 
d�pandang sebaga� n�la�-n�la� dasar dar� 
hukum sepert� kead�lan, kegunaan, dan 
kepast�an hukum menurut Radbruch, 
dapat d�capa� harapannya.3

3  Satj�pto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum. PT. 
C�tra Ad�tya Bakt� Bandung, hlm. 19.
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Untuk mengatas� fenomena-
hukum yang terjad� d� Indones�a, 
pembangunan hukum bercorak 
respons�f �n� sudah merupakan 
tuntutan mendesak, se�r�ng dengan 
tuntutan kemajuan �lmu pengetahuan 
dan teknolog�. Untuk menunjang 
pembangunan hukum respons�f �n� 
langkah yang harus d�tempuh dalam 
tataran akadem�s (teor�t�s) adalah 
melalu� parad�gma baru dengan pola 
berp�k�r sosiological juris prudence, 
pragmatic legal realism dan meng�kut� 
gerakan stud� hukum kr�t�s, dengan 
tanpa men�nggalkan p�jakan akar 
budaya bangsa dengan falsafah 
Pancas�la.

Fenomena dan gejala hukum 
yang terjad� d� Indones�a selama 
�n� dalam tataran normat�f berupa 
mas�h banyaknya produk perundang-
undangan bentukan badan leg�slat�f 
bersama  pemer�ntah  yang    menunjuk-
kan hal sepert� adanya undang-undang 
yang pasal-pasalnya terjad� kekaburan 
norma (norma kabur), pasal-pasal yang 
menampakkan adanya konflik norma, 
dan bahkan belum ada pengaturan 
norma/ kevakuman norma/hukum 
terhadap sesuatu perbuatan tertentu.

Dalam pembentukan suatu 
produk perundang-undangan 
para leg�slator semest�nya harus 
memperhat�kan dan menguasa� 
betul tekn�k  pembuatan perundang-
undangan (�lmu legal draft�ng). 
Seh�ngga produk yang d�has�lkan 
berupa perundang-undangan benar-
benar berc�r�kan  respons�f, dalam  

art�an b�sa d�ter�ma masyarakat tanpa 
cacat, sesua� pedoman dasar sebaga� 
syarat umum dalam pembuatan suatu 
undang-undang harus menyerap 
pertimbangan aspek filosofis, 
sos�olog�s dan yur�d�s.

Lah�rnya suatu produk 
perundang-undangan t�dak terlepas 
dar� sebuah rez�m yang sedang 
berkuasa, warna serta watak suatu 
undang-undang yang d�has�lkan 
akan ditentukan oleh konfigurasi 
pol�t�k yang d�ma�nkan, seh�ngga 
akan mempengaruh� produk yang 
d�keluarkan. Namun hal dem�k�an 
sudah semest�nya leg�slator Indones�a 
memula� membangun pol�t�k hukum 
ke depan berwatak respons�f dan 
progres�f dalam rangka mengemban 
m�s� dan v�s� negara hukum dengan 
t�pe demokras� sebaga� penyelenggara 
negara yang welfare states. 

1.2.   Perumusan Masalah
Atas fenomena hukum sebaga� 

d�nam�ka hukum yang terjad� sepert� 
d�ura�kan d� atas, penul�s mengangkat 
permasalahan (sebaga� p�jakan ruang 
gerak pembatasan pembahasan), 
sepert� terumus dalam rumusan 
masalah ber�kut : 
1. Apa yang mest�nya d�jad�kan. 

pedoman para leg�slator dalam 
membuat undang-undang   
sebaga�   pengemban   m�s�   
pembentuk   pol�t�k   hukum 
nas�onal ? 

2. T�pe hukum yang sepert� apa 
mest�nya d�c�ptakan oleh 
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eksekut�f bersama leg�slat�f 
Indones�a dalam mengemban 
m�s� negara hukum demokrat�s 
yang d�nam�s? 

II.  METODE PENELITIAN
2.1  Jenis Penelitian

Karya �lm�ah �n� tergolong 
kedalam jen�s penel�t�an hukum 
normat�f atau penel�t�an hukum 
kepustakaan, karena penel�t�an hukum 
�n� d�lakukan dengan cara menel�t� 
bahan kepustakaan (library research) 
yang terd�r� dar� bahan hukum pr�mer 
dan d�tunjang oleh bahan hukum 
sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto 
dan Sr� Mamudj�, penel�t�an hukum 
normat�f atau kepustakaan tersebut 
penul�s sar�kan terd�r� dar� : 
1. Penel�t�an terhadap asas-asas 

hukum secara teor�. 
2. Penel�t�an terhadap s�stemat�k 

hukum secara teor�t�s 
3. Penel�t�an terhadap s�nkron�sas� 

vert�kal dan hor�zontal dar� suatu 
undang-undang 

4. Perband�ngan hukum beberapa 
negara 

5. Sejarah hukum dar� suatu 
negara 

Sehubungan dengan klasifikasi 
tersebut, maka penel�t�an hukum 
normat�f �n� menyangkut penel�t�an 
taraf s�nkron�sas� vert�kal atas 
d�sharmon�sas� norma yang ada 
beberapa perundang-undangan. 
Suatu peraturan perundang-undangan 

yang tergolong dalam 1 (satu) bahan    
hukum pr�mer. Dengan  menel�t�  
beberapa undang-undang  sepert� 
Undang-undang No. 8 Tahun 1981 
(KUHAP), Undang-undang No. 
48. Tahun 2009 (Undang-undang 
Kekuasaan   Kehak�man),   Undang-
undang No. 3 Tahun 2009 (Undang-
undang Mahkamah   Agung),   dan 
Undang-undang    No.    49    tentang 
Perad�lan  Umum. 

2.2  Metode Pendekatan
Sesua� dengan s�fat dan  

karakter penel�t�an hukum normat�f 
(kepustakaan), maka dalam penel�t�an 
�n� memaka� beberapa metode 
pendekatan, antara la�n :
- The Statue Approach pendekatan 

perundang-undangan.
- The Analitical and Conseptual 

Approach (pendekatan anal�s�s 
konsep hukum).

- The Case Approach atau 
Pendekatan Kasus.

- The Comparative Approach atau 
Pendekatan Perband�ngan. 

2.3  Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum yang akan 

d�kaj� dan d�anal�sa serta yang b�asa 
d�pergunakan dalam penel�t�an hukum 
normat�f adalah : 
a. Bahan-bahan Hukum Pr�mer
b. Bahan-bahan hukum sekunder.
c. Bahan-bahan hukum ters�er5

Sehubungan dengan penel�t�an 
hukum normat�f karya tul�s �lm�ah 
5 Ronny Ham�joyo Soemantr�, Metode 

Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: 
Ghal�a Indones�a, 1998), hlm. 11-12
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memaka� sumber bahan hukum dar� :
1. Bahan hukum sekunder, 

yakn� member�kan penjelasan 
mengena� bahan hukum pr�mer.

2. Bahan hukum ters�er, dalam 
hubungan penel�t�an �n� 
menyangkut sepert� kamus atau 
ens�kloped�.

2.4  Metode   Pengumpulan   Bahan 
Hukum
Metode pengumpulan 

bahan hukum dalam penel�t�an �n�  
menggunakan metode s�stemat�s, 
yakn� menggunakan bahan hukum dar� 
peraturan perundang-undangan.

2.5  Teknik Analisis Bahan 
Hukum
Tekn�s anal�s�s �n� menggunakan   

anal�s�s sepert� :
- Tekn�k d�skr�ps�
- Tekn�k �nterpretas�
- Tekn�k evaluas�
- Tekn�k argumentas�
- Tekn�k s�stemat�sas�
- Metode konstruks� hukum

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
D� dalam membahas top�k judul 

yang d�saj�kan d� atas, khususnya 
terbatas terhadap apa yang d�angkat 
ke dalam rumusan permasalahan maka 
berdasarkan pada landasan teor�-
teor� (hukum), doktr�n atau konsep 
pem�k�ran para ahl�, dapat d�ber�kan 
bahasan antara la�n sepert� pada ura�an 
ber�kut.

3.1 Hal-hal yang harus 
diperhatikan / dipahami

 sebagai pedoman oleh para 
legislator. 

a. Mekan�sme Bekerjanya Hukum 
dan Pembentukan Hukum
Bahwa d� dalam proses 

bekerjanya hukum yang ba�k, seh�ngga 
t�dak men�mbulkan fenomena hukum 
yang buruk salah satunya terjad�nya 
pelanggaran hukum, maka hukum 
harus bekerja yang d�tunjang oleh 
unsur-unsur hukum secara lengkap 
(bekerjanya hukum menurut s�stem).

Menurut Lawrence M. Friedman 
tentang t�ga unsur S�stem Hukum 
(Three Element of Legal System) 
adalah sebaga� ber�kut :
1) Substans� (substance) mencakup 

aturan hukum  tertul�s, ataupun 
yang t�dak tertul�s termasuk 
putusan pengad�lan. 

2) Struktur (structure) termasuk 
�nst�tus�  penegakan  hukum, 
termasuk penegak hukumnya.

3) Kultur hukum (Legal Culture) 
mencakup op�n�-op�n�, 
keb�asaan-keb�asaan, cara 
berp�k�r dan cara bert�ndak, 
ba�k dar� para penegak 
hukumnya maupun dar� warga 
masyarakatnya6

Dalam hubungan �n� penul�s akan 
menekankan ura�an yang menyangkut 
sub unsur substans� dar� teor� s�stem d� 
atas, karena berka�tan langsung dengan 
6 Achmad All, 2011, Keterpurukan Hukum di 

Indonesia (Penyebab dan Solusinya), Ghal�a 
Indones�a, Jakarta, hlm. 71.
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arah top�k judul, serta permasalahan 
yang d�saj�kan. 
1) Substans� (Substance)

Menurut Fr�edman the substance 
is composed of sub stantive rules and 
rules about how institutions should 
be have. Jad� yang d�maksud dengan 
substans� menurut Fr�edman adalah :

Aturan, norma dan pola per�laku 
nyata manus�a yang berada dalam 
s�stem �tu. Substans� juga berart� 
produk yang d�has�lkan oleh orang 
yang berada d� dalam s�stem hukum 
�tu, mencakup keputusan yang mereka 
keluarkan, aturan baru yang mereka 
susun, substans� juga menyangkut 
living law (hukum yang h�dup, dan 
bukan hanya aturan yang ada dalam 
k�tab undang-undang atau law in 
books.7

Ket�dakpercayaan masyarakat 
terhadap hukum dan �nst�tus� yang 
kemud�an d�ekspres�kan dalam bentuk 
pengad�lan massa dapat pula d�l�hat 
sebaga� bentuk pembangkangan s�p�l 
untuk menuntut perubahan hukum. 
D�berbaga� negara, pembangkangan 
s�p�l (sivil disobidience) terbukt� 
mampu menjad� �nstrumen bag� 
perubahan hukum, atau pal�ng t�dak 
dapat men�ngkatkan kepercayaan bag� 
perubahan hukum.8

Dalam hubungan fenomena dan 
gejala tad�, secara factual Indones�a 
baru mengalam� atau melewat� 

7  Ibid, hlm.  9.
8 Soedjono D�rdjos�sworo, 1984, Fungsi 

Perundang-Undangan Pidana Dalam 
Penanggulangan Korupsi di Indonesia. 
Penerb�t S�nar Baru Bandung, hlm.74.

s�tuas� dan kond�s� sepert� �tu, tatkala 
runtuhnya pemer�ntahan Soeharto, 
yang otor�ter dan d� bek�ng m�l�ter, 
aks� dan pembangkangan rakyat 
s�p�l yang d�motor� demonstras� 
mahas�swa turun ke jalan-jalan 
mampu menumbangkannya ak�bat 
t�dak leg�t�m�tnya lag� penguasa saat 
�tu d�mata rakyat.

Adanya berbaga� peraturan 
perundang-undangan yang t�dak jelas 
(kabur), tumpang t�nd�hnya aturan 
dalam pengaturan masalah yang sama 
membuat masyarakat menjad� b�ngung, 
sepert� ket�dakjelasan (terjad� tumpang 
t�nd�h) kewenangan yang d�ber�kan 
oleh berbaga� undang-undang dalam 
meny�d�k t�ndak p�dana korups�, 
d�mana Peny�d�k Kepol�s�an, Jaksa dan 
Kom�s� Pemberantasan T�ndak P�dana 
Korups� (KPK) sama-sama d�ber�kan 
kewenangan (oleh undang-undang) 
untuk bert�ndak sebaga� peny�d�k.

S�l�h bergant�nya peraturan 
atau undang-undang  yang 
d�c�ptakan sebaga� langkah keb�jakan 
memperbaharu� aturan sebelumnya, 
belum menjam�n keberhas�lan dalam 
pemberantasan t�ndak p�dana korups� 
yang muncul9

Pembentuk undang-undang 
ser�ng mengeluarkan peraturan 
perundang-undangan tanpa terleb�h 
dahulu melalu� prosedur matang sepert� 
mengadakan penel�t�an ke tengah 
masyarakat, tanpa sos�al�sas� terleb�h 

9 Ketut Maha Agung, 2015, Urgensi Kebijakan 
Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi di 
Indonesia, Jurnal Mag�ster Hukum Udayana, 
volume 4, hlm. 486.
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dahulu seh�ngga men�mbulkan reaks� 
dar� masyarakat b�la undang-undang 
secara mendadak d�berlakukan. Karena 
leg�slat�f t�dak menyerap asp�ras� 
masyarakat ket�ka akan merancang 
suatu undang-undang. 

Dalam set�ap pembentukan 
undang-undang para laws making 
harus mengacu pada norma-norma 
yang ada sepert� yang d�nyatakan 
oleh Hans Kelsen, dalam karyanya 
General Theory of Norms, bahwa 
fungs� norma menj�wa� pada unsur 
commanding (per�ntah), permitting 
(apa yang d��z�nkan), empowering 
(pember� kuasa) dan derogating (b�la 
d�langgar) akan d�pandang sebaga� 
kemunduran10.

Dalam    hubungan  dengan   
pembuat peraturan (undang-undang) 
akan d�tentukan oleh kual�tas 
badan/orang pembuatnya, sepert� 
kual�tas sumber daya manus�a, 
sarana penunjang, waktu pembuatan 
mekan�sme (legal draff) dan 
sebaga�nya. Seh�ngga pembuatan 
suatu produk perundang-undangan 
memenuh� persyaratan ba�k secara 
yuridis, filosofis dan sosiologis (sesuai 
ajaran Gliding Theori dar� Hans 
Kelsen) seh�ngga suatu peraturan 
perundang-undangan b�sa d�jalankan 
dan efekt�f daya lakunya d� masyarakat. 
Sehubungan dengan hal d� atas, bahwa 
menurut Lon L. Fuller dalam Textbook 
on Jurisprudence, bahwa kr�ter�a 
dalam pembuatan hukum (peraturan 
10  Hans Kelsen, 1991, General Theory of Norms 

(Translated) by Michael Hartney), Clarendon 
Press Oxford, p. 25.

perundang-undangan) atau the criteria 
of law making, harus berpegang pada 
kr�ter�a kewaj�ban moral dengan 
mengh�ndar� hal-hal sebaga� ber�kut:
a. Failure to establish rules at all, 

leading to absolute uncertainty 
(kegagalan total untuk menetap-
kan aturan-aturan yang mengarah 
kepada ket�dakpast�an secara 
mutlak). 

b. Failure to makes rules public 
to those required to observe 
them (kegagalan untuk 
mensos�al�sas�kan aturan-aturan 
bag� yang harus mentaat�nya). 

c. Improper use of retroaktive law 
making (kekel�ruan penggunaan 
pembentukan hukum secara 
berlaku surut). 

d. Filure to make comprehensible 
rules (kegagalan membuat 
aturan-aturan yang mudah dapat 
d�paham�). 

e. Making rules which contradict 
each other (membuat aturan-
aturan yang sal�ng bertentangan 
satu sama la�n)

f. Making rulles which impose 
requirements with which 
compliance is impossible 
(membuat aturan-aturan yang 
t�dak mungk�n untuk d�taat�). 

g. Changing rules so frequently 
that the required conduct 
becomes wholly unclear (terlalu 
ser�ng berubah-ubahnya aturan 
seh�ngga menjad� kabur). 

h. Discontinuity between the 
stated content of rules and their 
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administration in practice (antara 
�s� aturan yang telah d�tetapkan 
dengan penerapan prakteknya 
t�dak terka�t).11

Seh�ngga suatu peraturan hukum 
yang d�c�ptakan b�la mengandung 
unsur-unsur sepert� tersebut d� atas, 
maka fungs�-fungs� yang seyog�anya 
d�emban oleh hukum (peraturan 
hukum) t�dak akan dapat mengemban 
fungs� hukum secara un�versal 
sesua� apa-apa yang d�harapkan oleh 
masyarakat luas. 

Menurut Charles Sampford, 
(Dalam Achmad Al�) hukum 
mengemban m�s� untuk menjalankan 
fungs�-fungs� sebaga� ber�kut:
1. Dispute resolution, a function of 

courts and law firms.
2. Reinforcement, or reinstituti

onalization(Bohannan,196�) 
of exsting practices within the 
community by framing rules that 
equate to thosa practices and by 
providing the means for their 
facilitation (Summers, 1977, p 
127) - a function of courts and 
legislatures.

3. Change in existing practices 
(Schur, 196�, p 75) - by 
legislatures and, sometimes 
courts. 

4. Guidance or education 
(Chambliss and Seidman, 1971:
p.9) - again, by the legislature 
and courts.

11 H�la�re Me. Coubrey and Nogel D. Wh�te, 
Tex Book on Jur�sprudence Un�vers�ty of 
Nott�ngham, Blackstone Press L�m�ted 
London, 1996, p. 90.

5. Regulation, the administrative 
control of various private 
institutions- by the barcaucracy.

6. Participation by the state in 
social and economic affairs - by 
the bureaucracy.

7. Punishment, retribution or 
vengeance against perceived 
wrongdoers, reinforcement of 
existing social values - by court 
and penal institutions.

�. Maintaining socia! peace (or, 
more loosely, social order or 
social) - by police and penal 
institutions to the extent that 
they isolate some and deter 
some other potentially violent 
individuels.

9. Legitimation of exiting social 
institution supposedly achieved 
by courts.12

- Menurut H. Hamrat Ham�d dan 
Harun M. Huse�n menyatakan, 
“dar� seg� perundang-
undangan dapat men�mbulkan 
permasalahan dalam pelaksana-
annya, antara la�n :

 a. Apakah undang-undang 
telah d�susun secara lengkap 
dan r�nc�.

 b. Baga�manakah    s�nkron�sas�   
undang-undang   tersebut   
dengan   peraturan 
perundang-undangan yang 
la�n

 c. Apakah tekn�k perumusan 
ketentuan-ketentuan dalam 

12  Achmad Al�, Op Cit, hlm.23 
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undang-undang tersebut 
telah d�rumuskan secara 
jelas / terang seh�ngga t�dak 
mengundang tumbuhnya 
berbaga� penafs�ran dalam 
pelaksanaannya.13

- Menurut H. Rosj�d� Rangga 
W�djaja, menyatakan bahwa, 
“dalam set�ap pembentukan 
perundang-undangan agar 
d�perhat�kan pula pengaruhnya 
kepada s�nkron�sas� produk 
peraturan perundang-
undangan agar t�dak terdapat 
kes�mpangs�uran antara yang 
satu dengan yang la�n14.

 Mas�h   menurut  H.   Rosj�d�   
Ranggaw�djaja  selanjutnya  
mengatakan “bahwa   mater�    
muatan    undang-undang   maka    
seyog�anya   t�dak    terjad� 
tumpang t�nd�h atau dalam 
bahasa yang la�n t�dak terdapat  
d�sharmon�sas� norma hukum 
bertentangan (konflik norma). 

3.2 Landasan    Dasar    serta    
Implikasinya    Indonesia    
Menganut    Paham / Aliran 
Positivisme Hukum
Indones�a sebaga� negara yang 

berlandaskan atas hukum Pasal (3) 
UUD 1945, serta kedaulatan yang 

13 H. Hamrat, Ham�d M, Huse�n, , 1991, 
Pembahasan Pennasalahan KUHAP Bidang 
Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7-8.

14  Rosj�d� Ranggaw�djaja, , 1998, Pengantar 
Ilmu Perundang-Undangan Indonesia. 
Mandar Maju, Bandung, hlm. 33.

d�laksanakan oleh rakyat atas dasar 
Undang-Undang Dasar (Pasal 1 
(2) UUD 1945) jelas secara yur�d�s 
formal set�ap akt�v�tas kenegaraan 
dan kemasyarakatan berdasarkan atas 
landasan formal peraturan perundang-
undangan secara tertul�s yang walaupun 
secara t�dak langsung k�ta tunduk pada 
hukum t�dak tertul�s berupa keb�asaan-
keb�asaan/adat �st�adat yang d�kenal 
dengan sebutan hukum adat.

Semua hukum  formal  yang ada 
d�  Indones�a mem�l�k� jenjang sesua� 
t�ngkatan (h�erark�) nya sesua� �s� TAP 
MPR RI No : III/MPR/2000 jo Undang 
– Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Tata Urutan Peraturan Perundang-
Undangan Republ�k Indones�a adalah: 
1. UUD Negara Republ�k Indones�a 

Tahun 1945 
2. TAP MPR RI.
3. Undang-Undang (UU).
4. Peraturan Pemer�ntah Penggant� 

Undang-Undang (Perpu).
5. Peraturan Pemer�ntah (PP).
6. Keputusan Pres�den (Keppres).
7. Peraturan Daerah (Perda).

Perlu d�catat bahwa norma dalam 
negara, d�manapun adanya, selalu akan 
berjenjang, bert�ngkat dan merupakan 
suatu “regressus” dem�k�an Hans 
Kelsen. Menurut Hans Kelsen, norma 
hukum (legal norm) tersebut dapat 
d�bedakan antara general norm dan 
�nd�v�dual norm. Termasuk dalam 
general norm adalah custom dan 
legislation. Hukum yang d�c�ptakan 
dar� custom d�sebut “customary law”, 
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sedangkan hukum yang d�c�ptakan 
oleh badan leg�slat�ve (law created 
by legislative) d�sebut statute. 
Kemud�an norma-norma individual 
mel�put� putusan badan yudicial atau 
d�sebut judicial act, putusan badan 
adm�n�stras� d�sebut administrative 
act dan transaks� hukum atau legal 
transaction ya�tu berupa contract dan 
treaty.15

Sepert� d�ketahu�  tokoh al�ran 
pos�t�v�s klas�k adalah Jeremy Bentham 
(1748-1832), dengan mengemukakan 
but�r-but�r ajarannya secara esens�  
yakn� :
a. Tujuan  hukum  dan wujud 

kead�lan menurut Jeremy 
Bentham  adalah untuk 
mewujudkan the greatest 
happiness of the greatest number 
(kebahag�aan yang sebesar-
besarnya untuk sebanyak-
banyaknya orang). 

b. Tujuan   perundang-undangan   
menurut  Bentham   adalah   untuk  
menghas�lkan kebahag�aan 
bag� masyarakat. Untuk �tu 
perundang-undangan harus 
berusaha untuk mencapa� empat 
tujuan ya�tu :

 1) To provide subsistence 
(untuk memberi nafkah 
hidup).

 2) To provide abudance (untuk 
memberikan makanan yang 
berlimpah).

 3) To provide security 
15 Hans Kelsen, 1973, General Theory of Law 

and States, Translated by Anders Wedbergs 
Russel and Russel, New York, p. 114-115.

(untuk memberikan 
perlindungan).

 4) To attain equility (untuk 
mencapai persamaan).16

Sedangkan �nt� ajaran pos�t�v�st�s 
hukum dar� John Aust�n (1790-1859) 
terd�r� dar� but�r-but�r yang pent�ng 
sepert� :
a. Hukum  adalah  per�ntah  p�hak  

yang berdaulat (law was the  
commond of sovereign, bagi 
Austin : No law, no sovereign, 
and no sovereign, no law), 

b. Ilmu hukum selalu berka�tan 
dengan hukum pos�t�f atau 
dengan ketentuan-ketentuan la�n 
yang secara tegas dapat d�sebut 
dem�k�an ya�tu yang d�ter�ma 
tanpa memperhat�kan keba�kan 
atau keburukannya. 

c. Konsep  tentang kedaulatan  
negara  (doctrine  soveregnity)  
mewama�  hamp�r keseluruhan 
dar� ajaran Aust�n. Hal mana 
dapat d��kht�sarkan sebaga� 
ber�kut :

 1) Kedaulatan yang d�gunakan 
dalam �lmu hukum 
menunjuk pada suatu 
atr�but negara yang bers�fat 
�nternal maupun ekternal.

 2) S�fat ekternal dar� 
kedaulatan negara tercerm�n 
pada hukum �nternas�onal, 
sedangkan s�fat �nternal 
kedaulatan negara tercerm�n 
pada hukum pos�t�f. 

16  Achmad Al�, 2002, Menguak Tabir Hukum 
(Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. PT. 
Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta, hlm. 266.
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 3) … dst…. 17

Mas�h menurut Aust�n (yang 
dalam Atext Book of Jurisprudence, 
karangan George Whitecross Paton, 
mengatakan “dalam pandangannya 
yang  luas” :

Hukum haruslah d�anggap 
sebaga� per�ntah dar� penguasa 
(sovereign). Hukum pos�t�f adalah 
suatu peraturan berbuat yang umum, 
yang d�ber�kan oleh golongan yang 
pol�t�s kedudukannya leb�h t�ngg� 
(political superior) kepada golongan 
yang pol�t�s leb�h rendah (political 
inferior).

Dengan dem�k�an pengert�an 
per�ntah �n� memerlukan adanya person 
tertentu untuk mengeluarkan per�ntah 
tersebut, dan bahwa terkandung 
d� dalamnya suatu sanctie apab�la 
per�ntah �tu t�dak d�taat�. 

Tujuan Aust�n �alah untuk 
mem�sahkan dengan tegas hukum 
pos�t�f dan peraturan-peraturan sos�al 
la�n sebaga� m�salnya keb�asaan dan 
kesus�laan (moral�ty).18

Maka apa yang d�gar�skan oleh 
para ahl� hukum tentang esens� dar� 
ajaran pos�t�v�sme hukum tersebut 
dapat penul�s menunjukkan hal-hal 
sepert� ber�kut:
1. Bahwa pos�t�v�sme hukum 

(hukum pos�t�f) d�lah�rkan 
atas per�ntah penguasa yang 
memegang kedaulatan yang 
bers�fat past�.

17  Ibid, hlm. 267 
18 G.W. Cross Paton 1994, (Edit : A. Sidharta), 

A Tex Book of Jurisprudence. Penerb�t R�staka 
T�nta Mas, Surabaya, hlm. 16.

2. Mengandung sanks�, bag� 
pelanggar ketentuan d�ancam 
dengan sanks� (penghukuman).

3. Hukum pos�t�f, hamp�r sebag�an 
besar berwujud tertul�s, yang 
d�tuangkan dalam bentuk 
peraturan perundang-undangan 
dar� t�ngkatan pal�ng t�ngg� 
sampa� aturan terbawah (sesua� 
t�ngkatan aturan perundang-
undangan yang berlaku).

4. Hukum pos�t�f (hukum tertul�s/
formal) t�dak mempert�mbangkan 
ba�k atau buruk, karena sama 
sekal� tanpa mempert�mbangkan/
menghubungkannya dengan 
moral dan eth�c.

5. Hukum pos�t�f sebag�an besar 
diwujudkan dengan kodifikasi 
(terh�mpun dalam bentuk 
peraturan perundang-undangan), 
melalui usaha-usaha unifikasi.

Dengan mel�hat esens�-esens� 
dar� hukum pos�t�f sepert� tersebut 
d� atas menunjukkan adanya betapa 
formal dan tegasnya s�fat dar� hukum 
pos�t�f �tu, seh�ngga menunjukkan 
pola/konsep pem�k�ran yang sul�t untuk 
d�ajak tawar-menawar, komprom�, 
s�fat kekakuan (kepast�an) akan 
menyul�tkan dalam menyesua�kan 
d�r�nya dengan arah dan d�nam�ka 
tuntutan perkembangan masyarakat, 
d�mana hukum d�satu s�s� berkembang 
dem�k�an pesat se�r�ng dengan 
perkembangan �lmu pengetahuan dan 
teknolog�, hukum pos�t�f (yang tertuang 
dalam bentuk undang-undang), akan 
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mudah ket�nggalan oleh tuntutan 
kebutuhan hukum �tu send�r�. D�s�s� 
�ntern hukum formal send�r� memang 
(hukum pos�t�f) menc�ptakan suatu 
kepast�an hukum yang pal�ng terjam�n 
eks�stens�nya. Namun kepast�an 
hukum (saja) akan mengorbankan 
tujuan hukum yang la�n sepert� unsur 
kead�lan dan kemanfaatan tersebut.

Dalam pernyataan Achmad 
Al� penul�s sar�kan bahwa : Secara 
un�versal, j�ka k�ta �ng�n keluar dar� 
s�tuas� keterpurukan hukum, maka 
jawabannya adalah membebaskan d�r� 
dar� belenggu pos�t�v�sme. Mengapa 
dem�k�an? Karena dengan hanya 
mengandalkan teor� dan pemahaman 
hukum secara legal�st�k-pos�t�v�st�s 
yang hanya berbas�s pada peraturan 
tertul�s (rule bound) belaka, �n�kah 
k�ta takkan pernah mampu untuk 
menangkap hakekat kebenaran, karena 
baik dari historis maupun filosofi yang 
melah�rkannya, �a menang t�dak mau 
mel�hat atau mengaku� hal �tu 

Senada  dengan  pernyataan   d�   
atas, Satj�pto   Rahardjo, menyatakan 
d� antaranya : Bahwa dalam konteks 
�ntelektual yang d�dom�nas� oleh 
p�k�ran normat�f pos�t�v�st�s �tu, maka 
pem�k�ran yang mel�hat hukum sebaga� 
fenomena yang leb�h besar, ya�tu 
yang melampau� batas pos�t�v�st�s 
kenegaraan, menjad� al�ran p�ngg�ran 
atau p�k�ran yang d�buang (mereka 
marj�nalkan). Bag� paham dom�nan 
tetap� semp�t �tu, banyak kejad�an atau 
p�k�ran yang d�buang, serta proses 
dan t�ndakan dalam hukum yang 

t�dak mampu d�cakup dan d�jelaskan. 
Dem� mempertahankan teor� pos�t�f 
normat�f, maka kenyataan yang tak 
dapat d�cakup �tu menjad� data yang 
mereka anggap sebaga� peny�mpangan 
atau salah seh�ngga mereka aba�kan 
beg�tu saja 

3.3 Hukum yang Mestinya 
Diciptakan oleh Legislator 
Indonesia sebagai  Politik 
Hukum Nasional Indonesia 
Ke depan (Perspektif Ius 
Contituendum) 

1. Faktor-faktor Pendukung 
Pembangunan Hukum 
Respons�f
Menurut Philippe Nonet dan 

Philipe Selznick, dalam bukunya yang 
berjudul law and society in transition. 
Toward Responsive Law : 1978, 
mengetengahkan 3 model/t�pe hukum 
yakn� :
a. Repressive law (hukum yang 

repres�f).
b. Autonomous law (hukum yang 

otonom).
c. Responsive law (hukum yang 

respons�f).

Dalam model/t�pe hukum 
repres�f menampakkan c�r�-c�r� 
sepert�, dalam pemer�ntahan yang 
berjalan yang mendom�nas� adalah 
kekuatan pol�t�k, tujuan hukumnya 
hanya pada ketert�ban belaka, 
aturan normanya bers�fat kasar, dan 
terper�nc�, daya memaksanya �ntens�f, 
amat lemah meng�kat pembuatnya 
(penguasa), secara keseluruhan hukum 
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terkesan sangat tunduk pada pol�t�k 
kekuasaan19.

Sedangkan menurut Mahfud 
MD menyebut c�r� hukum refres�f 
�n�, proses pembuatannya bers�fat 
sentral�st�k, fungs�nya bers�fat 
pos�t�v�s-�nstrumental�st�k dan muatan 
mater�nya sangat �nterpretat�f.  Art�nya, 
berpotens�  untuk d�tafs�r sesua� dengan 
kepent�ngan pol�t�s �nterpretator.20

Nuansa model/t�pe hukum 
repres�f �n� sangat nyata tampak saat 
rez�m Orde Baru (ORBA) d� bawah 
kepem�mp�nan Pres�den Soeharto 
selama ± 32 tahun mengendal�kan 
hukum dan pemer�ntahan Indones�a, 
seh�ngga sangat �ron�s sekal� Indones�a 
dengan berlandaskan hukum (negara 
hukum) yang bercorak demokras� 
Pancas�la bernapaskan gaya total�ter 
yang d�sangga oleh m�l�ter, dengan 
memaksakan kehendak secara d�ktator. 
Dalam model/t�pe hukum otonom, b�la 
d�t�njau dar� seg� substans� dan tujuan, 
dapat d�katakan leb�h berkual�tas, dar� 
model hukum repres�f tad�, model 
hukum otonom �n� leb�h menekankan 
pada masalah leg�t�mas� atau legal�tas 
hukum dalam rangka pencapa�an 
kead�lan (sekal�pun mas�h dalam 
kadar kead�lan prosedural) belum 
mencapa� kead�lan substant�ve sepert� 
harapan Jeremy Bentham (the greatest 
19 Mulyana  W.  Kusumah,  1986, Perspektif 

Teori   dan   Kebijaksanaan   Hukum. Penerb�t 
CV. Rajawal�, Jakarta, hlm. 12.

20 Mahfud MD, 1996, Demokratisasi Dalam 
Rangka Pern ban gunan Hukum yang 
Responsif (Dalam Makalah Seminar Nasional 
Tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum 
Dalam Masa Fembangunan Restrukturisasi 
Global, FH. Und�p, Semarang, hlm. 11.

happiness of the greatest number) 
kebahag�aan yang sebesar-besarnya 
untuk sebanyak-banyaknya orang. 
Dan senada dengan hal tersebut 
konsep kead�lan  menurut John Rawls 
“kead�lan yang fairness”, mas�h 
menjad� angan-angan bag� Indones�a, 
t�pe/model hukum otonom �n� tampak 
pada kepem�mp�nan Pres�den B.J. 
Hab�b�e (dalam waktu ± 1 tahun 
mencetak 68 produk perundang-
undangan) namun manfaat r��lnya 
mas�h hampa bag� masyarakat.

Hukum respons�f, adalah hukum 
yang proses pembuatannya bers�fat 
part�s�pat�f (dalam art� memperhat�kan 
peran serta masyarakat dan lembaga 
perad�lan untuk turut menentukannya), 
fungs� kegunaan bers�fat asp�rat�f 
(dalam art� untuk menampung sebanyak 
mungk�n asp�ras� dan kepent�ngan 
masyarakat luas, dan muatan mater� 
atau substans�nya bers�fat l�m�tat�f 
dalam art� cukup terper�nc� dan jelas 
seh�ngga t�dak membuka peluang bag� 
terjad�nya �ntepretas� hukum dengan 
v�s�-v�s� subyekt�f penguasa.21

Dengan memperhat�kan c�r�-c�r� 
dar� ket�ga model (t�pe) hukum d� atas, 
maka dalam konteks Indones�a d�l�hat 
dar� aspek konst�tus�, pos�s� pos�t�v�st�s 
hukum sekarang serta seg� real�tas (fakta 
sos�al yur�d�s dewasa �n� (leb�h tepat 
d�baca era reformas�), p�l�han untuk 
membangun dan mengembangkan 
model (t�pe) hukum yang respons�f 
dan progres�f – d�nam�s adalah 
justified / p�l�han yang tepat bahkan 

21  Ibid, hlm. 12 
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merupakan suatu keharusan. Dalam 
perspekt�f konst�tus�onal, m�salnya 
hukum respons�f yang asp�rat�f 
dalam art� mengakomod�r segala 
kepent�ngan masyarakat banyak, dan 
dengan dem�k�an juga berart� bahwa 
hukum tersebut bers�fat mel�ndung� 
(social defence) menemukan 
leg�t�mas�nya d� dalam UUD Negara 
Republ�k Indones�a Tahun 1945. 
Dalam hubungan �n� Indones�a telah 
melangkah setahap dengan berhas�lkan 
melakukan amandemen UUD 1945, 
dengan memasukkan (menyerap) 
asp�ras� masyarakat atau bangsa 
lewat pencanangan dalam pasal-pasal 
UUD 1945 (has�l amandemen) sepert� 
menyangkut hak-hak asas� manus�a 
sepert� termuat dalam Pasal 28A 
sampa� 28J UUD Negara Republ�k 
Indones�a Tahun 1945. T�ndak lanjut 
penjabaran pasal-pasal UUD Negara 
Republ�k Indones�a Tahun 1945 �n�lah 
perlu d�respon dan d�wujudkan dengan 
langkah pembangunan hukum (dalam 
art� luas) secara respons�f, melalu� 
keb�jakan (policy) dar� negara dalam 
segala aspek keh�dupan dengan nuansa 
hukum respons�f melalu� transplantas� 
hukum dar� common law system 
(sepanjang d�perlukan) dengan sed�k�t 
menggeser pola p�k�r pos�t�v�st�s 
formal�st�k formal, guna meng�mbang� 
tuntutan kebutuhan hukum yang 
bergerak d�nam�s, seh�ngga t�dak 
terjad� kevakuman hukum atau 
ketert�nggalan hukum, karena lantaran 
suatu kasus yang muncul t�dak / belum 
ada dasar untuk memprosesnya serta 

d�nam�ka hukum telah berkembang 
sangat cepat dan pesat. 

Untuk langkah �n� (pembangunan 
pol�t�k hukum yang respons�f bag� 
Indones�a) k�ta sudah saatnya mengacu 
dan men�ru konsep gerakan al�ran 
pragmatical legal realism d� Amer�ka 
Ser�kat, serta memandang dan 
menerapkan konsep ajaran sosiological 
jurisprudence (�lmu hukum sos�al), 
seh�ngga dalam set�ap pembentukan 
hukum (undang-undang) akan leb�h 
fleksibel (tidak kaku), sesuai kebutuhan 
jaman, usaha recht vinding dar� hak�m 
akan efekt�f (sesua� m�ss� Pasal 27 UU 
No :  14/1970 jo UU No. 48 / 2009), 
usaha legal reasoning dan penc�ptaan 
parad�gma baru hukum akan asp�rat�f 
d� semua kalangan (prakt�s� dan teor�t�s 
hukum).

Dan sebaga� r�nt�san ke arah 
pembaharuan dan pembangunan pol�t�k 
hukum Indones�a yang bernuansa 
respons�f perlu rnen�ru pula sepert� 
gerakan stud� hukum kr�t�s / Critical 
Legal Studies (CLS) d� Amer�ka.

3.4 Relevansi Beberapa Aliran 
/ Teori Hukum Dalam 
Pembangunan Hukum 
Responsif dan Progresif 
Jad� guna menc�ptakan arah 

pembaruan dan pembangunan 
pol�t�k hukum berc�r� model/r�pe 
respons�f untuk Indones�a, maka perlu 
beror�entas� pada :
a. Ajaran sosiological 

jurisprudence.
b. Al�ran pragmatic legal realism 

(real�sme hukum).
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c. Gerakan stud� hukum kr�t�s 
(critical legal studies).

a. Ajaran Sosiological
 Jurisprudence

Sebab hanya dengan hukum 
respons�f lah perubahan dan 
perkembangan masyarakat dapat 
d�arahkan kepada real�sas� c�ta 
hukum sepert� yang d�harapkan dalam 
amanat konst�tus�. Tuntutan untuk 
mengagendakan urgens� pembangunan 
hukum yang respons�f tersebut secara 
teor�t�s juga d�landas� oleh suatu 
asums� bahwa hukum sela�n dapat 
d�pergunakan sebaga� tool of social 
control juga seharusnya d�pergunakan 
pula sebaga� tool of social engineering 
yang akan menentukan perubahan-
perubahan sos�al yang terjad� secara 
pos�t�f, dalam art� sesua� dengan 
hakekat c�ta sos�al dan c�ta hukum 
masyarakat yang bersangkutan. 

b. Al�ran Pragmatic Legal Realism 
(Real�sme Hukum)
Bag� penganut real�sme Amer�ka 

Ser�kat memandang hukum t�dak la�n 
dar� apa yang d�lakukan oleh hak�m, 
hukum t�dak d�temukan. Esens� ajaran 
Jerome Frank yang meng�kut� ajaran 
Hak�m Holmes (Amer�ka Ser�kat) 
adalah :
1) Ia men�t�k beratkan usaha untuk 

suatu “a constructive sceptie”, 
�a memot�vas� hasrat untuk 
melakukan reformas� terhadap 
hukum dalam kepent�ngan-
kepent�ngan kead�lan.

2) Hukum t�dak mungk�r� d�p�sahkan 
dar� putusan pengad�lan.

3) Hak�m t�dak dapat d�samakan 
dengan aturan-aturan hukum 
yang tetap.

4) Putusan hak�m t�dak d�turunkan 
secara otomat�s dar� aturan-
aturan hukum yang bers�fat 
tetap.

5) la t�dak dapat mener�ma 
pandangan bahwa pr�ns�p-pr�ns�p 
hukum �tu selalu benar dan ba�k, 
selalu menjam�n kepast�an, 
keamanan, dan harmon�s dalam 
keh�dupan bersama.

Atau al�ran real�sme hukum �n� 
terjemahan bebasnya : 
- Hukum   harus   d�ter�ma   sebaga�   

sesuatu   yang   terus-menerus   
berubah   dan d�c�ptakan oleh 
putusan perad�lan.

- Hukum dalam tujuannya selalu 
d�ka�tkan dengan kepent�ngan 
masyarakat. 

- Masyarakat berubah leb�h cepat 
dar� hukum dan oleh karenanya 
selalu ada kebutuhan   untuk   
menyel�d�k�   baga�mana   hukum   
�tu   menghadap�   problem-
problem sos�al yang ada.

- Untuk kepent�ngan stud�, untuk 
sementara harus ada pem�sahan 
antara “�s” dan “ought”.

- T�dak mempercaya� anggaran 
bahwa peraturan-peraturan dan 
konsep-konsep hukum �tu sudah 
mencukup� untuk menunjukkan 
apa yang harus d�lakukan oleh 
pengad�lan.
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- Berka�t dengan but�r d� atas, 
mereka juga menolak teor� 
trad�t�onal, bahwa peraturan 
hukum �tu merupakan faktor 
utama dalam mengamb�l 
keputusan.

- Mempelajar� hukum hendaknya 
dalam l�ngkup yang leb�h semp�t, 
seh�ngga leb�h nyata. Peraturan-
peraturan hukum �tu mel�put� 
s�tuas�-s�tuas� yang banyak 
dan berla�n-la�nan, seh�ngga 
bers�fat umum, t�dak konkr�t 
s�fatnya. Hendaknya hukum  
�tu  d�n�la�  dar�  efekt�v�tasnya 
dan  kemanfaatannya bag� 
masyarakat.

- Hukum d�harapkan mampu 
mengatas� masalah-masalah 
hukum yang muncul set�ap saat 
dalam praktek penerapannya.

Tokoh  real�sme  hukum 
(Amer�ka) la�nnya yakn� Hak�m Agung 
Amer�ka Ser�kat, Ol�ver Wendell 
Holmes, yang mengkonseps�kan 
hukum pada kelakuan aktual para 
hak�m (patten of behavior), d�mana 
patten of behavior hak�m �tu d�tentukan 
oleh t�ga (3) faktor, mas�ng-mas�ng :
1) Kaedah-kaedah hukum yang 

d�konkr�tkan oleh hak�m 
dengan metode �nterpretas� dan 
konstruks�.

2) Moral h�dup pr�bad� hak�m
3) Kepent�ngan sos�al.

Pernyataan Holmes yang terkenal 
adalah “The life of the law has not 

been logic, it has been experience”.22 
Bahwa aspek-aspek emp�r�s dan 
pragmat�s dar� hukum merupakan 
hal yang pent�ng. Bag� Holmes yang 
d�sebutnya sebaga� hukum adalah apa 
yang d�ramalkan akan d�putus dalam 
kenyataannya oleh pengad�lan. 

c. Gerakan Stud� Hukum Kr�t�s 
(Critical Legal Studies) 
Gerakan stud� hukum kr�t�k, 

yang muncul d� Amer�ka Ser�kat perlu 
d�t�ru aspek-aspek pos�t�fnya bag� 
Indones�a dalam rangka menc�ptakan 
dan membangun hukum yang modern 
yang salah satu aspek penekanannya 
pada kemanfaatan sos�al sebaga� unsur 
hukum yang berc�r�kan respons�f �n�, 
dengan menyerap asp�ras� masyarakat 
kemud�an d�tuangkan dalam suatu 
undang-undang atau oleh hak�m 
d�wujudkannya dalam bentuk putusan 
hak�m (menjad� suatu jur�sprudens�).

Gerakan stud� hukum kr�t�s �n�, 
sepert� d�kemukakan oleh Roberto 
Unger, dalam jurisprudence an outline, 
mengkonseps� 4 gagasan pokok (�de) 
sebaga� dasar pembentukan hukum 
untuk manfaat masyarakat, sepert� :
1) Law is considered a “system”. 

The legal doctrines, if interpreted 
properly, provide the solution to 
all problems relating to social 
behaviour.

2) There is a form of reasoning 
and it may be utilized by experts 
to find replies to the legal 
doctrines.

22  Ian Me. Leod, 1996, Legal  Method. Maem�llan 
Law Master, Un�vers�ty of London, p. 9.
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3) This legal doctrine shows a 
consistent view about the relation 
ship between the individuals and 
the society.

4) Actions relating to others in 
society show standards produced 
by the legal system 

Secara pr�ns�p hukum yang 
akan d� bentuk harus d�pandang 
sebaga� komponen s�stem yang 
memperhat�kan pendapat para ahl�, 
mencerm�nkan perl�ndungan  hak-hak 
m�l�k  beror�entas� pada penyelesa�an 
kasus yang muncul sebaga� per�laku 
d� masyarakat. D� samp�ng �tu 
mampu menggal� dan menemukan 
konsep-konsep teor� yang s�ap untuk 
d�apl�kas�kan. Teor� hukum mampu 
sebaga� penghubung kepent�ngan 
masyarakat, serta dalam penerapan 
dar� hukum yang d�bentuk �tu 
d�jad�kan patokan sebaga� has�l dar� 
s�stem hukum yang ada (d�c�ptakan 
sebelumnya).

Dalam konteks reformas� dewasa 
�n�, upaya untuk melakukan perubahan 
parad�gmat�k dar� karakter hukum 
yang repres�f (atas landasan pos�t�v�st�s 
legal�st�k formal) ke arah membangun 
hukum respons�f (dengan beror�entas� 
pada �nt� dan makna al�ran hukum 
real�s, sosiologis jurisprudence serta 
faham gerakan hukum kr�t�s (CLS) 
yang bernuansa hukum modem, maka 
langkah �n� sudah t�dak b�sa d�tawar/ 
d�tunda lag�, karena sudah merupakan 
tuntutan mutlak s�tuas�onal. Sebab 
dengan terus bertahan melanggengkan 

represifitas hukum pada era reformasi 
sekarang �n� hanya akan mengundang 
reaks� sos�al yang leb�h parah lag� 
dan berdampak pada d�strukt�v�tas 
keh�dupan mult�d�mens� leb�h parah 
lag�. 

IV.  PENUTUP
4.1  Simpulan

Dar� judul yang d�tamp�lkan 
d�ka�tkan dengan permasalahan yang 
ada kemud�an d�bahas atas perspekt�f 
pol�t�k hukum maka dapat d�s�mpulkan 
hal-hal sepert� ber�kut :
1. Adapun hal-hal yang harus 

d�perhat�kan serta d�cermat� 
oleh lembaga leg�slat�f 
bersama eksekut�f terutama 
dalam menc�ptakan produk 
hukum berupa peraturan 
perundang-undangan hendaknya 
berpedoman pada landasan 
dasar persyaratan pembentukan 
suatu peraturan perundang-
undangan yang menyerap aspek 
filosofis, sosiologis dan yuridis, 
d� samp�ng �tu harus memaham� 
tekn�k �lmu perundang-undangan 
(legal drafting), dan pula harus 
meng�kut� pendapat kalangan 
para ahl� d� b�dang persyaratan 
perundang-undangan yang ba�k. 
Seh�ngga produk perundang-
undangan yang d�has�lkan 
nant�nya t�dak menunjukkan 
ket�dakjelasan dan mendua 
(vague and ambiguous) atau 
terjadi konflik norma (conflict 
of norm), dan bahkan t�dak ada 
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pengaturan norma hukumnya. 
Seh�ngga kalau terdapat hal 
sepert� �tu suatu undang-undang 
akan menjad� t�dak efekt�f daya 
lakunya.

2. T�pe hukum yang mest� 
d�c�ptakan dewasa �n� oleh 
lembaga leg�slat�f bersama 
pemer�ntah Indones�a sekarang 
�n� sebaga� pola keb�jakan 
pol�t�k hukum ke depan yang 
meng�kut� perkembangan serta 
tuntutan kebutuhan jaman sepert� 
pesatnya perkembangan arus 
teknolog� dan �lmu pengetahuan 
sudah saatnya d� era reformas� 
yang telah bergul�r sejak tahun 
1998 Indones�a mengarah pada  
pembentukan hukum yang 
berwatak respons�f, progres dan 
d�nam�s, yang mampu menyerap 
asp�ras� dan kebutuhan 
masyarakat banyak yang sesua� 
dengan perkembangan pesat 
d� segala aspek keh�dupan. 
Dalam pembentukan hukum 
dengan bernuansa respons�f 
�n� pembentuk undang-undang 
sudah semest�nya men�nggalkan 
pola p�k�r semp�t sepert� 
legal�st�k formal�st�k dengan 
d�tunjang wawasan ke depan 
yang respons�f dan d�nam�s, 
hukum yang d�c�ptakan bers�fat 
eksept�onal dan temporer, 
apalag� dalam menghadap� 
masalah-masalah hukum yang 
s�fatnya extra ordinary harus 
pula d�hadap� dengan pola 
p�k�r dan produk hukum yang 

bertujuan guna kesejahteraan 
rakyat banyak. Hal �n� sebaga� 
konsekuens� log�s bag� negara 
Indones�a yang berlandaskan 
atas hukum dengan t�pe negara 
demokras� dengan sasaran 
kesejahteraan rakyat (Welfare 
States). 

4.2.  Saran 
1. Agar p�hak leg�slat�f dan 

eksekut�f dalam merancang dan 
membentuk produk perundang-
undangan beror�entas� pada 
progresifitas, responsivitas serta 
d�nam�ka tuntutan perkembangan 
global, dan nas�onal, seh�ngga 
kebutuhan huku dapat d�rasakan 
manfaatnya bag� masyarakat 
luas.

2. Agar para leg�slator dalam 
menc�ptakan produk undang-
undang men�nggalkan pola p�k�r 
leg�slat�k pos�t�v�st�k formal ke 
arah pem�k�ran real�st�k legal 
realisme untuk dapat meng�kut� 
tuntutan d�nam�ka jaman. 
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